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"PerlindunganKonsumenMenjadiSentralditengahEpidemi
Global"

“Pemerintahperlumelakukanlangkah-langkahluarbiasauntukmempertahankankonsumsi
sebagaiinstrumen utama pertumbuhan ekonominasional”dinyatakan oleh Ardiansyah
Parman,KetuaBadanPerlindunganKonsumenNasionaldalam JumpaPersdiJakarta

WaspadaCoronaditingkattertinggi

OrganisasiKesehatanDunia, WHO,menaikkanstatusrisiko dari virus corona keleveltertinggi.
Peningkatanstatuspenyebaran virus corona keleveltertinggisetelahepidemiitumenyebarkesub-
saharaAfrikadanmembuatpasarkeuanganmerosot. Virus corona telahmenyebardiseluruh
dunia selama sepekan terakhir dan muncul di setiap benua kecuali antartika.
WHO mencatat virus initelah menewaskan lebih dari2.900 orang dan menginfeksilebih dari
89.000orangdiseluruhdunia.

Indonesiaterdampak

Hariinitanggal2maret2020PresidenJokoWidodomengumumkanbahwa2(dua)WargaNegara
IndonesiapositifCoronameskibegitudampak ekonomi akibat virus mematikaninisudahterasa.
Dampak ekonomi yang paling terasa adalah sektor pariwisata. Dari data
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, dilansir bahwa jumlah wisatawan terutama
mancanegarayangdatangke Indonesia menurun30persen.

Bahkanakhir2sudahdirasakandampakterhadappasarmodal,yangtercermindaritekanandi
bursaefekdanatasnilaitukarRupiah.

Pemerintah menegaskan, sudah menyiapkan antisipasi terkait dampak ekonomi akibat
merebaknya virus corona.Salahsatuantisipasinyaadalahdenganmelakukanpercepatanbelanja
negaradisektor pariwisata,dansektorlainnya.

EpidemiCovid19inijugamemperketatnyalalulintasperdaganganantarbangsa,sebagaiakibat
melesunyapasardanperekonomindunia.Pelesuaninidiperkirakanakanmenekanlalulintas
eksportdanimportdunia,tidakterkecualiIndonesia.

Pusatpenelitian ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memprediksi virus corona akan
mempersulitpertumbuhan ekonomi Indonesia.UpayamempertahankanKonsumsisebagaimesin
pertumbuhan akan sangatsulit.Konsumsitercatatmenjadipenyumbang besarpertumbuhan
perekonomiannasional(56-58%).

Apabila gejala-gejala diatas berkembang tidak terkendaliterhadap seluruh sisipertumbuhan,
kinerjapembangunannasionaldapatterganggu,baikuntukjangkapendek,menengahmaupun
panjang.

Dengandemikianvisi2045PresidendimanaPDBmencapaiUS$7triliun,denganPDBperkapita
pertahunmencapai320jutaatau27juta/kapita/bulandenganpertumbuhanrata-ratapertahun
sebesar7,7%,harapan Indonesia sudah masuk 5 besarekonomidunia dengan kemiskinan
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mendekatiNOL(%)sertacita–citapadasatuabadIndonesiamerdeka untukkeluardarijebakan
pendapatankelasmenengah(Lowerincome),akansemakinsukardiwujudkan.

Perlindungan Konsumen menjadi titik sentral Kebijakan Nasional
MenghadapiDinamikaEpidemiGlobal

Ardiansyah menjelaskan bahwa setiap negara bangsa mengambil langkah-langkah
perlindungankepentingannasionalnyadalam rangkamempertahankandiriterhadapwabah
COVID-19.

Artinyanegarabangsatersebutmelakukanpertahanandirisecarasosial,ekonomi,danekologi
terhadapberbagaidampaknegatifdanpotensidampaknegatifdariepidemiCOVID-19.

Indonesiajugamelakukanlangkah-langkahpembatasanataslalulintasbarang,jasa,dan
personelyangmasuk,keluar,danberlalulintasdiwilayahNKRI.Seperti,pembatasanimigrasi,
pembatasankomoditasimpor,deteksidini(screening)lalulintasmanusiadiberbagaipintu
masukdanpintukeluarNKRI.Disampinglangkahpreventif,pemerintahjugamengambil
langkahkuratifdenganmenerapkankarantinaterhadapmasyarakatyangdidugamenderita
COVID-19.

KetuaBPKN ArdiansyahParmanmenegaskanbahwa“Dalam kontekspengelolaanepidemi,
BPKN mencermatiperlunya diselenggarakan komunikasiyang menyeluruh dan intensif
(comprehensivepubliccommunication)ataspengelolaanCOVID-19,termasukupaya-upaya
pencegahandanpenyembuhannya.Dengandemikian,pemerintahdapatmewujudkandan
mempertahankan daya belimasyarakat yang efektif didalam situasiperekonomian
menghadapiepidemi”

PerluPerkuatanPengaturanPerlindunganKonsumenSegera

Menseksamaidinamikakebijakanyangdiambilolehbanyaknegarabangsadalam menyikapi
danmempertahankankehidupansosial,ekonomi,danekologinyaterhadapancamanCovid19,
BPKNmencermatibahwapengaturanperlndungankonsumennasionalsaatiniiniTidaklagi
Memadaidanperlusegeradiperkuatsecarasignifikandansegera.

Selama20tahunterakhirpengaturandanpelaksanaanperlindungankonsumendiIndonesia
yangmerujukpadaUndang-UndangNomor8tahun1999tentangPerlindunganKonsumen
(UUPK) bertujuan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan kepentingan antara
konsumendanpelakuusaha,yangdilaksanakanmelaluipemberiankepastianhukum yang
menjamindiperolehnyahakdankewajibankonsumendanpelakuusaha.

Menseksamaidinamikaglobalsaatinisangatdirasakanbahwakeseimbanganyangberfokus
padaperlindunganantarakonsumen(enduser)danpelakuusahasemata,tidaklagimumpuni.

Kemasadepan,upayamembangunmanfaatsosial,ekonomidanekologimelaluikepercayaan
bertransaksi(ConfidentToTransact)perludiwujudkanmelaluikepercayaantransaksiyang
terbangunatasseluruh3pilarpemangkutransaksi,yaitu:Pemerintah(termasukBPKN dan
BPSK), Pelaku Usaha, dan Konsumen (termasuk LPKSM) secara menyeluruh dan
berkesinambungan.

Dengankepercayaanatas“TigaPilar”tersebutakanterjaditransaksi,sehinggaperekonomian
berputardanmemberikanMultiplierEffectdimananegaramendapatkanmanfaatpajakatas
transaksitersebutyangkemudiansecarakeseluruhanmenjadisumberdayapembangunan
secaranasional.
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AmandemenUndangUndangPerlindunganKonsumenMendesak

BPKN mencermatibahwapendekatansektoraldankewilayahansematatidaklagimemadai
untukmenjadidasarpengelolaanPK,PKtidakdapatdikelolasecarasendiri-sendiri(sektor
atauwilayah)danperlumenjadibagianintegralpemajuansosial,ekonomibangsadandengan
memperhatikan daya dukung ekologi.Karena haltersebutlah 5 tahun kedepan BPKN
mengusulkanakanfokuspada7wilayahyangmenjadiperhatianBPKNyaitupadasektorAir,
Energi,Pendidikan&Kesehatan,Pangan&ProdukHalal,Data&Informasi,Perumahandan
jasakeuangan.Penentuanwilayahperhatiantersebutdidasarisetelahmenseksamaidinamika
PKNasionaldanglobal,sertatantanganyangdihadapiIndonesiakedepan.Dengandemikian
pengelolaan perlindungan konsumen mampu mendukung proses pembangunan yang
berkelanjutan.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, BPKN menyampaikan harapan kepada
pemerintahsebagaimanaberikut:

1.Segera melakukan review terhadap muatan undang-undang perlindungan konsumen
denganmengedepankanperlindungankonsumen,sebagaifungsiintegralatastransaksi
tigapilar(konsumen,pemerintah,pelakuusaha).

2.Mengedepankanparadigmaekosistem,dimanatransaksiyangdilakukanolehtigapilar
yang didukung LPKSM dan BPSK merupakan fungsi kepentingan nasional yang
berkelanjutan.

3.KebutuhanakanperkuatandanpengaturanPK diIndonesiatelahdiidentifikasisecara
menyeluruhdalam voluntarypeerreviewyangdilaksanakanolehUNCTADpadatahun2019
lalu.Termasukdidalamnya,kebutuhanakanadanyafocalpointpengelolaanperlindungan
konsumencross-borderdanpenghapusantumpangtindihataspengelolaanPKdidaerah.
DarihasilsidangIGEke4UNCTAD,diperolehgambaranbahwapengaturandankebijakan
perlindungankonsumennegarabangsasemakinpentingsebagaiinstrumensentraltata
hubunganekonomiinternasional.Indonesiaharussegeramemberikanperhatiankhusus
terhadapperlindungankonsumendieraekonomidigiital.PerlindunganKonsumenperlu
menjadijiwaAmandemenUU PK,UU KerahasiaanDataPribadi,KebijakanPerdagangan
melaluiSistem Eletronik,penyelesaiansengketalintasbatas(crossBorder),danlebih
pentinghadirnyastrategiekonomidigitalyangmumpunibagimasyarakatIndonesia.

4.Memperkuatkelembagaanpengelolaanperlindungankonsumennasionaluntukmampu
mewujudkankepastianhukum danaksespemulihanbagikonsumen,baikyangbertransaksi
diIndonesia,dariIndonesia,maupunbertransaksiatasprodukimpor(keIndonesia).

5.BPKN telah menyampaikan roadmap perlindungan konsumen nasionaluntuk menjadi
platform strateginasionalperlindungankonsumen.Pemerintahdiharapkandapatsegera
merumuskan dan menetapkan strateginasionalperlindungan konsumen 2020-2024.
Roadmap tersebutmemuat7 wilayah perhatian perlindungan konsumen.Termasuk
didalamnya,WPKAir;WPKEnergi;,WPKPangan;WPKSanitasiKesehatandanPendidikan;,
WPKPerumahan;WPKTransportasi;danWPKEkonomiDigital.

HanyadengandemikianIndonesiadapatmenaruhharapanbahwavisiPresidenatasstatus
sosial,ekonomi,danekologiIndonesiaditahun2045dapatdicapaisebagaimanadiharapkan.

TIDAKDAPATDILAKUKANSENDIRISENDIRI

BPKN sudah menetapkan 5(lima)Sasaran Strategis yang hendak dicapaiyaitu:menguatkan
kelembagaan perlindungan konsumen, meningkatkan akses pemulihan hak konsumen,
meningkatkanperanmasyarakatdanmenguatkanregulasi&kebijakanperlindungankonsumen
sertameningkatkankerjasamaglobal.

Untukmencapaisasaranstrategistersebut,perludilakukanlangkahstrategisdiantaranya:
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 Meredefinisipemahamantentangkonsumendikaitkandengantransaksibagiperwujudan
PDBdisemualini;

 MembangunSistem PenyelesaianSengketaNasional(NationalDisputeResolution)yang
melingkupipenyelesaiansengketasecarakonvensionalmaupunOnlineDisputeResolution
(ODR)

 MeningkatkanketerlibatanLPKSM dalam pembuatankebijakandanperansebagaijuru
bicarakonsumensaatmengajukangantirugi

 AmandemendanharmonisasiUU23/2014denganUUPKdanUUMetrologiLegal,terkait
pengelolaanBPSKdanMetrologiLegal

 MerumuskandanmenerbitkanUUdatapribadi
 Menyiapkanperangkathukum atastanggungjawabmutlak(StrictLiability)
 Membangunregulasidankebijakanyangmelindungikonsumenrentan(anak-anak,orang

usialanjutdankaum berkebutuhankhusus)
 Meningkatkaninisiatifpengaturanmandiripelakuusaha(businessself-regulatoryinitiatives)

sepertikodeetiksecarasukarela(voluntarycodeofconducts)danpraktikbisnisbaikyang
disepakatibersama(agreedbestpractices)sebagaipelengkapperundang-undanganyang
berlaku

 Merumuskanaturantatakeloladanmanajemenresikomutupanganhalal
 Mengusulkan IndonesiamenjadianggotaICPEN,agarIndonesiaselaluiupdatedalam

praktekpenegakanhukum perlindungankonsumensecaraglobal
 Meningkatkanupayakerjasamamelaluikesepakatanantarnegara(Bilateral/Multilateral)

untukmerumuskanpanduanataukesepakatanhukum dalam penanganansengketalintas
batas

 Menginisiasigerakan edukasiliterasidan kolaborasiprogram bersama konsumsi
berkelanjutansehinggakonsumsiberkelanjutanmembudaya

 Meningkatkankolaborasidenganmitrastrategisinternasionaluntukmelakukankerjasama
kampanyekesadarankeamananprodukdanmekanismepenarikanprodukatasproduk
yangterindikasitidakaman

Dalam rangka memenuhiharapan BPKN terhadap perlindungan konsumen diIndonesia
sebagaimanatersebutdiatasmakakedepanIndonesiaperlumenyadaribahwakolaborasikolektif
multilateraldanbilateraldiperlukanuntukmenghadapitantanganIndonesiadalam upayamencapai
tujuanpembangunanberkelanjutan.

Mengingattantangan perdagangan internasionalyang semakin berkembang dengan adanya
teknologiinformasidalam arusglobalisasisepertiekonomidigital,untukitupemerintahharus
mempunyailangkah yang tepatuntuk menentukan halprioritas dalam bidang perlindungan
konsumen.AdanyaIntegrasikelembagaanperlindungankonsumendiperlukanuntukmenangani
isu globalyang berkembang sehingga membutuhkan Garis besarPeta Jalan perlindungan
konsumenkedepan.

“Indonesiatelahmemilikisistem hukum danperangkatkelembagaanPK,namuntumpangtindih
peraturandanketerbatasankewenangansertaalokasisumberdayayangtidakadilmengakibatkan
keterbatasanbagipembangunansistem PKdiindonesia,sehinggadibutuhkanpergeseranfokus
daripemerintahkekonsumen.KarenaPendekatanLintassektoraltidaklagimemadaidalam
melindungikepentingan konsumen.Dinamika transaksimasa depan harus berparadigma
consumercentrickarenakonsumen yangsudahberdayabisamenjadipendorongpertumbuhan
ekonomi.”,PungkasArdiansyah.

selesai -

Informasilebihlanjuthubungi:

Dr.Ir.AriefSafari,MBA
KoordinatorKomisiKomunikasidanEdukasi,BPKN
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Telp/Fax:021-34833819,021-3458867,
Email:setbpkn@bpkn.go.id,Hp.No:0811168310
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